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Abstract

This paper examines the role and function of Indonesian labor law in the context of
Generation Z. Generation Z is a significant group in today's workforce, with unique
characteristics and needs. Through an analysis of the role and function of labor law, this paper
aims to provide a deeper understanding of how the law protects and regulates employment
relationships for Generation Z in Indonesia. Generation Z is an important group in today's
workforce, and an understanding of labor law is crucial for them. Through an analysis of the
role and function of labor law, this paper aims to provide a deeper understanding of the legal
protections available to Generation Z in the Indonesian workforce. This paper aims to explain
the role and function of Indonesian labor law in the context of Generation Z. Generation Z is
an important group in today's workforce, and an understanding of labor law is crucial for
them. Through an analysis of the role and function of labor law, this paper aims to provide a
deeper understanding of the legal protections available to Generation Z in the Indonesian
workforce.
Keywords: Paper, Generation Z, Group.

Abstrak

Makalah ini membahas peran dan fungsi hukum tenaga kerjaan Indonesia dalam konteks
Generasi Z. Generasi Z merupakan kelompok yang signifikan dalam dunia kerja saat ini,
dengan karakteristik dan kebutuhan yang unik. Melalui analisis peran serta fungsi hukum
tenaga kerjaan, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang
bagaimana hukum tersebut melindungi dan mengatur hubungan kerja Generasi Z di Indonesia.
Generasi Z merupakan kelompok yang penting dalam dunia kerja saat ini, dan pemahaman
akan hukum tenaga kerjaan menjadi krusial bagi mereka. Melalui analisis peran serta fungsi
hukum tenaga kerjaan, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi Generasi Z dalam dunia kerja
Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan fungsi hukum tenaga kerjaan
Indonesia dalam konteks Generasi Z. Generasi Z merupakan kelompok yang penting dalam
dunia kerja saat ini, dan pemahaman akan hukum tenaga kerjaan menjadi krusial bagi mereka.
Melalui analisis peran serta fungsi hukum tenaga kerjaan, makalah ini bertujuan untuk
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memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi
Generasi Z dalam dunia kerja Indonesia.
Kata kunci: Makalah, Generasi Z, kelompok

A. PENDAHULUAN

Transformasi dunia kerja akibat digitalisasi, fleksibilitas pasar kerja, dan perubahan pola
hubungan industrial telah membuat isu perlindungan ketenagakerjaan semakin penting,
terutama bagi kelompok pekerja muda. Di Indonesia, Generasi Z menjadi kelompok
demografis yang besar dan mulai memasuki pasar kerja, sehingga keberadaan hukum
ketenagakerjaan tidak lagi cukup dipahami sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai
instrumen perlindungan sosial dan kepastian hubungan kerja. Generasi ini memiliki
karakteristik yang relatif berbeda karena lebih dekat dengan teknologi digital, menghendaki
fleksibilitas, serta menaruh perhatian pada keamanan kerja, jaminan sosial, dan lingkungan
kerja yang adil. Permasalahan muncul ketika karakter kerja Generasi Z berkembang dalam
ruang kerja yang semakin fleksibel, sementara pemahaman terhadap hak pekerja, kontrak kerja,
upah, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa belum selalu memadai. Oleh
karena itu, penelitian ini diarahkan pada konteks Indonesia dengan fokus pada peran dan fungsi
Hukum Tenaga Kerja Indonesia dalam melindungi hak, mengatur hubungan kerja, serta
menjawab tantangan pemahaman dan implementasi hukum ketenagakerjaan bagi Generasi Z.

Penelitian terdahulu telah membahas Generasi Z dan isu ketenagakerjaan dari beberapa
sudut pandang yang relevan. Rani et al. (2022) menemukan bahwa ekspektasi kerja Generasi
Z berpengaruh terhadap niat melamar pekerjaan, dengan pertimbangan utama berupa asuransi
kesehatan, manajer yang mampu membimbing, dan keamanan kerja. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa Generasi Z tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga memperhatikan
kualitas perlindungan dan kepastian yang diberikan oleh lingkungan kerja. Abas dan Nopianti
(2025) menunjukkan bahwa pekerja Generasi Z di ekosistem digital masih menghadapi
persoalan perlindungan hukum, terutama terkait ketidakjelasan status kepegawaian, rendahnya
literasi hukum, ketidakpastian upah, serta kerentanan pekerja freelance dan mitra platform.
Wibowo dan Susanto (2025) juga menemukan bahwa kerangka hukum ketenagakerjaan
Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab karakter kerja berbasis platform karena masih
terdapat ketidakpastian klasifikasi hubungan kerja, keterbatasan akses perlindungan sosial, dan
lemahnya hak perundingan kolektif bagi pekerja gig.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perhatian terhadap
perlindungan pekerja muda, perubahan pasar kerja, dan kebutuhan kepastian hukum dalam
hubungan kerja modern. Penelitian ini juga sejalan dengan kajian sebelumnya yang melihat
bahwa Generasi Z menghadapi tantangan baru dalam dunia kerja, terutama pada aspek
keamanan kerja, perlindungan sosial, status hubungan kerja, serta akses terhadap informasi
ketenagakerjaan. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda karena tidak hanya menyoroti
pekerja digital, pekerja gig, atau ekspektasi kerja Generasi Z, melainkan mengkaji peran dan
fungsi Hukum Tenaga Kerja Indonesia secara lebih luas dalam konteks hubungan kerja
Generasi Z. Perbedaan lain terletak pada fokus analisis yang mencakup tiga aspek utama, yaitu
perlindungan hak pekerja, fungsi hukum dalam mengatur hubungan kerja antara Generasi Z
dan pengusaha, serta tantangan pemahaman dan implementasi hukum ketenagakerjaan.
Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pembahasan perilaku kerja atau fenomena
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digital semata, tetapi menempatkan hukum ketenagakerjaan sebagai kerangka utama untuk
menilai keadilan, kepastian, dan keseimbangan hubungan industrial bagi Generasi Z.

Originalitas penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif perlindungan
hukum, hubungan industrial, dan pekerjaan layak dalam membaca posisi Generasi Z sebagai
subjek hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kajian sebelumnya cenderung membahas
Generasi Z dari sisi ekspektasi kerja, rekrutmen, pekerja digital, atau status pekerja gig,
sedangkan penelitian ini menempatkan Generasi Z dalam kerangka yang lebih komprehensif
sebagai pekerja yang membutuhkan perlindungan normatif, kepastian hubungan kerja, dan
akses penyelesaian sengketa. Penelitian ini juga menghadirkan kebaruan dengan memadukan
isu hukum ketenagakerjaan formal dengan realitas sosiologis Generasi Z yang bekerja dalam
lingkungan kerja konvensional, fleksibel, dan terdigitalisasi. Originalitas tersebut penting
karena perubahan pola kerja tidak selalu diikuti oleh pemahaman hukum yang memadai, baik
dari sisi pekerja muda maupun pemberi kerja. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian hukum ketenagakerjaan sekaligus
kontribusi praktis bagi penguatan perlindungan pekerja Generasi Z.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada semakin besarnya keterlibatan Generasi Z dalam
pasar kerja Indonesia dan semakin kompleksnya bentuk hubungan kerja yang mereka hadapi.
Perubahan dunia kerja menuntut hukum ketenagakerjaan tidak hanya hadir sebagai perangkat
normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memberikan perlindungan nyata terhadap
pekerja muda. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, Generasi Z berpotensi mengalami
kerentanan dalam bentuk ketidakjelasan kontrak kerja, upah yang tidak layak, pelanggaran jam
kerja, diskriminasi, lemahnya jaminan sosial, serta keterbatasan akses terhadap penyelesaian
sengketa. Pada saat yang sama, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetap
menjadi isu penting karena sengketa hak, sengketa kepentingan, pemutusan hubungan kerja,
dan perselisihan antarserikat pekerja masih menjadi bagian dari dinamika hubungan kerja di
Indonesia. Urgensi tersebut menegaskan bahwa penelitian mengenai peran dan fungsi Hukum
Tenaga Kerja Indonesia pada Generasi Z perlu dilakukan agar perlindungan hukum dapat
disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, dan tantangan pekerja muda dalam ekosistem kerja
kontemporer.

Berdasarkan fenomena, penelitian terdahulu, perbedaan kajian, dan urgensi tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Hukum Tenaga Kerja Indonesia
dalam konteks Generasi Z. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
bagaimana hukum ketenagakerjaan melindungi hak dan kepentingan Generasi Z di tempat
kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum ketenagakerjaan dalam
mengatur hubungan kerja antara Generasi Z dan pengusaha. Selain itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Generasi Z dalam memahami dan
mengimplementasikan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan tujuan tersebut,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akademik dan praktis mengenai
pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai bagian dari pembangunan
hubungan industrial yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.

B. KAJIAN PUSTAKA
Teori Perlindungan Hukum
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Teori Perlindungan Hukum menjelaskan bahwa hukum berfungsi memberikan
perlindungan terhadap harkat, martabat, hak, dan kepentingan subjek hukum agar tidak
mengalami tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ketenagakerjaan, teori ini relevan
karena pekerja sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pengusaha, sehingga
negara perlu hadir melalui aturan, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hadjon
membedakan perlindungan hukum ke dalam perlindungan preventif dan represif, yaitu
perlindungan sebelum pelanggaran terjadi serta perlindungan setelah muncul sengketa atau
pelanggaran hak. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum
ketenagakerjaan melindungi Generasi Z dari praktik upah tidak adil, eksploitasi jam kerja,
diskriminasi, pelecehan, dan ketidakpastian kontrak kerja. Dengan demikian, perlindungan
hukum menjadi dasar teoritis untuk menilai sejauh mana sistem hukum ketenagakerjaan
mampu menjamin rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi Generasi Z sebagai pekerja
muda (Hadjon, 1987; Nurhayati et al., 2019). Indikator:

e Perlindungan hak upah.

e Perlindungan jam kerja yang wajar.

e Perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan.

e Perlindungan pekerja muda.

o Akses terhadap penyelesaian sengketa.

o Kepastian hukum dalam kontrak kerja.

Teori Sistem Hubungan Industrial

Teori Sistem Hubungan Industrial memandang hubungan kerja sebagai suatu sistem yang
melibatkan pekerja, pengusaha, organisasi pekerja, dan negara sebagai aktor utama. Dunlop
menjelaskan bahwa hubungan industrial tidak hanya berkaitan dengan relasi individual antara
pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga dengan seperangkat aturan yang mengatur upah, jam
kerja, kontrak, perundingan, serta penyelesaian konflik. Dalam penelitian hukum
ketenagakerjaan, teori ini relevan karena hukum berfungsi sebagai kerangka normatif yang
menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Generasi Z sebagai
angkatan kerja muda membutuhkan sistem hubungan industrial yang adaptif, transparan, dan
responsif terhadap perubahan dunia kerja digital, fleksibel, serta kompetitif. Oleh karena itu,
teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum ketenagakerjaan mengatur
hubungan kerja Generasi Z dengan pengusaha agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan
stabilitas hubungan kerja (Dunlop, 1958). Indikator:

e Peran pekerja dalam hubungan kerja.

e Peran pengusaha dalam pemenuhan hak pekerja.

o Peran negara dalam regulasi dan pengawasan.

e Aturan kerja, upah, dan kontrak.

o Dialog sosial dan negosiasi.

e Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja.

Teori Pekerjaan Layak / Decent Work Theory

Teori Pekerjaan Layak atau Decent Work Theory menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik
tidak hanya diukur dari adanya kesempatan bekerja, tetapi juga dari kualitas perlindungan,
keamanan, penghasilan, waktu istirahat, dan kesesuaian nilai kerja dengan kehidupan sosial
pekerja. Duffy et al. menempatkan decent work sebagai pusat dalam Psychology of Working
Theory, terutama untuk memahami bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan hukum
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memengaruhi akses seseorang terhadap pekerjaan yang bermartabat. Dalam konteks Generasi
Z, teori ini relevan karena generasi muda tidak hanya membutuhkan pekerjaan, tetapi juga
mengharapkan lingkungan kerja yang aman, adil, fleksibel, sehat, dan memberi ruang
keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hukum ketenagakerjaan dapat
dianalisis melalui teori ini karena regulasi upah, jam kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial,
dan perlindungan dari perlakuan tidak adil merupakan bagian dari syarat pekerjaan layak.
Dengan demikian, teori pekerjaan layak memperkuat penelitian ini untuk menilai apakah
hukum tenaga kerja Indonesia telah mendukung kualitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan
dan karakteristik Generasi Z (Duffy et al., 2016). Indikator:

o Lingkungan kerja aman secara fisik dan psikologis.

o Kompensasi atau upah yang layak.

o Akses terhadap jaminan kesehatan dan perlindungan sosial.

o Waktu istirahat dan keseimbangan kerja-hidup.

o Nilai kerja yang sesuai dengan kehidupan sosial.

e Perlindungan dari eksploitasi kerja.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosio-legal.
Metode ini dipilih karena penelitian berupaya memahami peran hukum ketenagakerjaan dalam
melindungi hak Generasi Z, fungsi hukum dalam mengatur hubungan kerja, serta tantangan
pemahaman dan implementasi hukum tenaga kerja dalam praktik. Pendekatan sosio-legal
relevan karena hukum tidak hanya dikaji sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen
sosial yang bekerja dalam relasi antara pekerja, pengusaha, dan negara. Metode kualitatif
memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman informan secara
mendalam, terutama terkait isu upah, jam kerja, kontrak kerja, diskriminasi, perlindungan
pekerja muda, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, desain ini sesuai dengan masalah
penelitian yang menempatkan Generasi Z sebagai kelompok pekerja muda yang membutuhkan
perlindungan hukum, kepastian hubungan kerja, serta akses informasi ketenagakerjaan yang
lebih memadai (Creswell & Creswell, 2018; Chui & McConville, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara semi-
terstruktur, dan observasi terbatas terhadap sumber informasi ketenagakerjaan digital. Studi
dokumentasi digunakan untuk menelaah peraturan ketenagakerjaan, artikel ilmiah, laporan
kelembagaan, serta dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja dan hubungan
industrial. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada pekerja Generasi Z, HRD atau
pengusaha, praktisi ketenagakerjaan, dan pihak yang memahami isu hubungan industrial.
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria informan yang
memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait dunia kerja, hukum ketenagakerjaan, dan posisi
Generasi Z sebagai pekerja muda. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik melalui
tahap pembacaan data, pengodean, pembentukan tema, peninjauan tema, dan penarikan
kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi
teknik (Bowen, 2009; Braun & Clarke, 2006; Campbell et al., 2020)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
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Hukum tenaga kerjaan mengacu pada seperangkat peraturan yang mengatur hubungan
antara pekerja dan pengusaha. Fungsi utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang
adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan melalui regulasi yang
mengatur berbagai aspek hubungan kerja, termasuk kontrak kerja, upah, jam kerja, dan
tanggung jawab sosial pengusaha terhadap kesejahteraan pekerja. Peran hukum tenaga kerjaan
sangat penting dalam melindungi hak dan kepentingan Generasi Z di tempat kerja. Hukum ini
memberikan kerangka kerja yang jelas untuk hak-hak dasar pekerja, termasuk hak atas upah
yang adil, jam kerja yang wajar, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan. Fungsi
utama hukum tenaga kerjaan adalah menciptakan hubungan kerja yang seimbang antara
pekerja dan pengusaha. Ini dilakukan melalui regulasi yang mengatur kontrak kerja, ketentuan
upah, dan tanggung jawab sosial pengusaha terhadap kesejahteraan pekerja.Meskipun
demikian, Generasi Z masih menghadapi sejumlah tantangan terkait dengan pemahaman dan
implementasi hukum tenaga kerjaan di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut meliputi
kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka sebagai pekerja, kesenjangan informasi tentang
prosedur penyelesaian sengketa, dan tekanan dari lingkungan kerja yang kompetitif.

Peran HTKI Dalam Melindungi Hak dan Kepentingan Gen Z

Peran hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam melindungi hak dan kepentingan Generasi
Z sangat penting karena kelompok ini mulai memasuki dunia kerja dengan karakteristik yang
berbeda dari generasi sebelumnya. Hukum ketenagakerjaan menetapkan standar minimum
mengenai upah yang harus diterima pekerja agar Generasi Z terlindungi dari praktik
pengupahan yang tidak adil, diskriminatif, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur jam kerja yang wajar, ketentuan lembur, serta
batasan waktu kerja agar pekerja muda tidak mengalami eksploitasi, terutama dalam pola kerja
modern yang semakin fleksibel dan berbasis teknologi.

Hukum ketenagakerjaan juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap
diskriminasi di tempat kerja. Perlindungan ini mencakup pencegahan perlakuan tidak adil
berdasarkan usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun status pekerja sebagai kelompok
muda yang baru memasuki pasar kerja. Selain itu, hukum ketenagakerjaan memberikan hak
kepada pekerja, termasuk Generasi Z, untuk berorganisasi dan melakukan perundingan kolektif
dengan pengusaha. Hak tersebut penting karena memberi ruang bagi pekerja untuk
menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan bersama, serta membangun hubungan
kerja yang lebih seimbang dan adil.

Perlindungan terhadap pekerja muda menjadi aspek penting lain dalam hukum
ketenagakerjaan, terutama karena sebagian Generasi Z masih berada pada tahap awal
pengalaman kerja. Hukum ketenagakerjaan mengatur batasan jenis pekerjaan, kondisi kerja,
serta perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja agar pekerja muda tidak
ditempatkan dalam situasi yang membahayakan. Selain itu, hukum ketenagakerjaan
menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha sehingga
Generasi Z memiliki akses terhadap proses yang adil, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, hukum ketenagakerjaan Indonesia berfungsi
sebagai kerangka perlindungan yang memastikan Generasi Z dapat bekerja dalam lingkungan
yang aman, adil, layak, dan berkelanjutan.

Fungsi Dari HTKI dalam mengatur hubungan kerja Generasi Z dengan pengusaha.

https://jurnal.panengeninsani.com/index.php/djods 14
Publisher: Panengen Publishing

e-issn: 2964-4879



DISTINGSI: JOURNAL OF DIGITAL SOCIETY
Vol 4 No. 3 2026

ARTIKEL

Dalam konteks hubungan kerja antara Generasi Z dan pengusaha, hukum ketenagakerjaan
memiliki fungsi utama untuk menetapkan standar kerja yang adil. Standar tersebut mencakup
ketentuan mengenai upah minimum, jam kerja, waktu istirahat, keselamatan kerja, serta kondisi
kerja yang aman dan sehat. Kehadiran aturan tersebut penting karena Generasi Z sebagai
kelompok pekerja muda sering memasuki dunia kerja pada fase awal karier, sehingga
membutuhkan kepastian mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Hukum
ketenagakerjaan juga berperan mencegah praktik kerja yang merugikan, seperti pemberian
upah tidak layak, jam kerja berlebihan, serta perlakuan kerja yang tidak sesuai dengan prinsip
keadilan.

Selain menetapkan standar kerja, hukum ketenagakerjaan berfungsi melindungi hak-hak
dasar pekerja dan mengatur pelaksanaan kontrak kerja. Perlindungan ini mencakup hak atas
upah yang adil, hak cuti dan istirahat, perlindungan dari diskriminasi, serta perlindungan dari
pelecehan di tempat kerja. Pengaturan kontrak kerja menjadi penting karena memuat durasi
kerja, status hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, serta prosedur
penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Dalam hal ini, hukum ketenagakerjaan
memberikan kepastian hukum agar Generasi Z tidak mengalami eksploitasi, ketidakjelasan
status kerja, atau perlakuan yang tidak seimbang dalam hubungan kerja.

Hukum ketenagakerjaan juga berfungsi memberikan jaminan perlindungan sosial,
mendorong dialog antara pekerja dan pengusaha, serta menegakkan keadilan dalam hubungan
industrial. Perlindungan sosial dapat mencakup jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan
kerja, dan jaminan hari tua yang mendukung keamanan finansial pekerja. Dialog dan negosiasi
diperlukan agar perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha dapat diselesaikan secara
adil, baik melalui komunikasi langsung maupun mekanisme perundingan kolektif. Dengan
demikian, hukum ketenagakerjaan berperan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang
seimbang, adil, dan berkelanjutan bagi Generasi Z di lingkungan kerja.

Tantangan Utama yang dihadapi Generasi Z Terkait pemahaman dan implementasi

Untuk menyoroti tantangan utama yang dihadapi Generasi Z terkait dengan pemahaman
dan implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia, diperlukan proses identifikasi masalah
yang dilakukan secara sistematis melalui studi kasus, survei, forum diskusi, dan focus group
discussion. Studi kasus dan survei dapat digunakan untuk menggali pengalaman Generasi Z
dalam memahami hak-hak pekerja, kontrak kerja, jam kerja, upah, perlindungan dari
diskriminasi, serta akses terhadap penyelesaian sengketa. Forum diskusi dan focus group
discussion juga penting karena dapat memberikan ruang bagi Generasi Z untuk menyampaikan
pengalaman langsung, hambatan, serta kebutuhan mereka terhadap informasi hukum
ketenagakerjaan yang lebih mudah dipahami.

Selain pengumpulan data dari pengalaman langsung, penelitian dan analisis literatur juga
perlu dilakukan untuk memahami perkembangan isu hukum ketenagakerjaan dan perlindungan
pekerja muda di Indonesia. Kajian literatur dapat mencakup artikel akademik, laporan riset,
regulasi ketenagakerjaan, berita, serta dokumen kelembagaan yang membahas kondisi
hubungan kerja, perlindungan hak pekerja, dan dinamika pasar kerja bagi Generasi Z. Melalui
analisis ini, tantangan yang dihadapi Generasi Z dapat dipahami secara lebih utuh, baik dari
sisi regulasi, praktik hubungan kerja, maupun kesenjangan informasi yang memengaruhi
kesadaran hukum mereka.
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Upaya peningkatan pemahaman dan implementasi hukum ketenagakerjaan bagi Generasi
Z juga dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, kolaborasi kelembagaan, serta advokasi
kebijakan. Kampanye pendidikan dapat dilaksanakan melalui penyuluhan, materi edukatif,
media sosial, seminar, lokakarya, atau kursus daring yang membahas hak dan kewajiban
pekerja secara praktis. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi pekerja, pemerintah,
dan LSM juga diperlukan untuk memperluas akses edukasi hukum serta memperjuangkan
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan pekerja
muda.

E. SIMPULAN

Hukum Tenaga Kerja Indonesia (HTKI) memiliki peran yang sangat penting dalam
melindungi hak dan kepentingan Generasi Z di tempat kerja. Dalam konteks hubungan kerja
antara Generasi Z dan pengusaha, HTKI berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur
standar kerja yang adil, melindungi hak-hak pekerja, mengatur kontrak kerja, memberikan
jaminan atas perlindungan sosial, mendorong dialog dan negosiasi, serta menegakkan keadilan
dan keseimbangan dalam lingkungan kerja. Dengan demikian, HTKI memainkan peran kunci
dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi Generasi Z.
Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pemahaman dan implementasi
HTKI, seperti kurangnya kesadaran, kesenjangan informasi, tekanan lingkungan kerja yang
kompetitif, dan ketidakpastian kontrak kerja.

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi buruh perlu memperkuat pendidikan serta

penyuluhan mengenai hak-hak pekerja dan Hukum Tenaga Kerja Indonesia kepada Generasi
Z. Program tersebut dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, kampanye kesadaran di
sekolah, perguruan tinggi, dan tempat kerja agar Generasi Z memiliki pemahaman yang lebih
baik mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum dalam dunia kerja.
Selain itu, akses terhadap informasi ketenagakerjaan perlu diperluas melalui platform digital,
situs resmi pemerintah, media sosial edukatif, dan sumber daya daring lainnya agar
kesenjangan informasi mengenai hukum tenaga kerja dapat dikurangi.
Pemerintah juga perlu memperluas akses bantuan hukum yang terjangkau dan berkualitas bagi
Generasi Z yang mengalami pelanggaran hak di tempat kerja, baik melalui layanan bantuan
hukum pro bono, klinik hukum, maupun layanan hukum yang didukung oleh negara.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan perlu diperkuat melalui inspeksi
kerja yang rutin, pemberian sanksi tegas kepada pelanggar, serta pengawasan yang lebih efektif
terhadap praktik kerja yang merugikan pekerja muda. Di samping itu, partisipasi Generasi Z
dalam serikat pekerja atau organisasi buruh perlu didorong agar mereka memiliki ruang
kolektif untuk memperjuangkan hak, menyampaikan aspirasi, dan melakukan negosiasi dengan
pengusaha. Implementasi saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman,
perlindungan, dan kepastian hukum bagi Generasi Z sehingga mereka dapat bekerja dalam
lingkungan yang lebih adil, aman, dan produktif.
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